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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 
Utara (Lembaran Negara Repkublik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 190, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4937); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

BUPATJ PULAU MOROTAI 
PROVINS! MALUKU UTARA 

PERAnJRAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR II TAHUN 2019 

TENTANO 

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAGIAN AWKASI DANA DESA 
PER DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat 

(2) Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pela.ksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Penyaluran dan Pembagian Alokasi Dana Desa 
Per Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 
2019. 
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MEMUTUSKAN: 

PERA'fURAN 11UPATI ·rr;N1'AN(l TA1'A ARA PENYALURAN 
fJAN Jl~:MRA(llAN ALOKASl I ANA DESA PER DESA DI 
KARUPATEN PUI .. AU MOROTAl iAllUN ANOOARAN 2019. 

l 
1-hun 2014 l 

bllk lndonllla Not1w.r &&39), 
denean turan Pe11111 lntah No11aor 47 Tllhun • 
(Lembaratt Nepra Republik lnclonetM Tahun 2011 JIGmar 
I 57. Tarnbahan Lernbaran NefPll'8 RepubUk mdonNIA Nomor 
5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2014 tentan1 Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lemba.ran Negara Republik lndone.ia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tarnbahan Lernbaran Nepra 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerint.ah N0111or 8 
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor ); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelo]aan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

0/ 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 
JI Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam 

Kabupaten Pulau Morotai; 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019; 

Menetapkan : 
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BAii i 
KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 8 A ::::.:.:;..,:..;.;::...:..K~U-.f.--+- 

DaJ•m peraturan mi yang dimakaud dengan: ~ ~ 
t. Pemerlntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pu orotai. 

:2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai. 
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPKD adalah perangkat daerah pada pernerintah daerah selaku 
penggunaanggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

4. Kecarnatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Pulau Morotai. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pernerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai. 

6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi 
Hasil. 

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDes, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan 
Per111usyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

14. Keuangan Desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
desa terse but. 
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Pasal 6 
Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meru pakan b · d · An 
k d agian an ggaran Belanja Daerah sebagai Alokasi Dana esa epa a Desa. 

Pasal 5 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan k 
Desa. euangan 

Pasal 4 
Alokasi Dana Desa dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKD. 

Pasal 3 
Pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa, dalam APBD 
setiap tahun. 

Pasal 2 
(1) Pengalokasian ADD yaitu sebesar 10°/o (sepuluh perseratus) dari Dana 

Perimbangan yang diterima Kabupaten Pulau Morotai setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

(2) ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 
mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. 

BAB II 
PENGANGGARAN 

11. ,-..l0Ja1n Keuanpn De1a adalah ke1eluruhan ke&l•t.an 1an1 ~ 
paaenoana•n, penpn1pran, penat.au1ehaan, pelaporan, pe,tan.un, 
Jawab1n dan penpwa1en keuanpn deu. 

16. Rekenfna Kaa Umum Negara, yan1 eelaitjutnya dieingkat RKUN, adaleh 
rekenina tempat penyimpanan Uan1 Negara yana ditentukan oleh 
Menteri Keuangan aelaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 
aeluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara 
pada bank sentral. 

17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, ada]ah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening 
tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk 
menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh 
pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan. 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, 
adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 
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Keterangan : 
ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masin~ masing 

W I 

ADDM= 60% X ADDKab 
IDesa dalam Kabupaten 

- Alokasi Dana Desa yang diterima Desa "a" 
- Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima masing- 

masing desa 
ADDPa - Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterimaDesa"a" 

(4) Alokasi Dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah 
alokasi minimal yang diterima masing masing Desa, yang diperoleh dari 
60o/o pagu indikatif alokasi dana desa kabupaten dibagi dengan jumlah 
desa yang ada di Kabupeten Pulau Morotai, dapat dirumuskan dengan: 

Keterangan: 
ADD a 
ADDM 

ADD 11 = ADDM + ADDP0 

(2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa 
adalah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi dasar atau alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) 
b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah 

Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, lndeks Kesulitan 
Geografis. 

(3) Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa dirumuskan 
dengan: 

- Alokasi Dana Desa Kabupaten 
- Dana Perimbangan yang diterima kabupaten 
- Dana Alokasi Khusus Kabupaten 

Keterangan: 
ADDKab 
DP1<ab 
DAKKab 

Pagu Alokasi Dana Desa(ADD)Kab =10%x(DPKab -DAK.Kab) 

BAB llI 
PICMBAOIAN 

Paaal 7 
Peraturan Bupati int menetapkan Rincian Alokaei Dana Deaa untuk eetiap 
Deea di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019 eebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak ter piaahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 
Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai 
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2, dihitung 
dengan cara: 
(1) Pagu Alokasi Dana Desa yang disingkat dengan ADD adalah dana yang 

diperoleh dari 1 Oo/o dari dana perimbangan yang diterima kabupaten 
setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pagu ADD dapat dirumuskan 
dengan: 

Scanned by TapScanner



6 

( 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 
dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagairnana dimaksud dalam ayat ( 1) 
yang bersumber dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum 
dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Gaji disalurkan setiap bulan; 
b. Operasional disalurkan perbulan sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah. 

Pasal 10 

r-_ 1-1• •l(LJM ---+-----!>----t-:--1 Pasal 9 6(p ~ _ 
(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara?pet,.~hbukuan 

dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 
(2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah 

Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank umum pemerintah untuk 
menampung penyaluran Dana Desa dengan nama depan RKD yang 
diiku ti dengan nama desa yang bersangku tan. 

(3) Pembukaan Rekening Kas Desa pada bank umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(4) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan RKD 
kepada SKPKD dilampirkan dengan: 
a. Asli rekening Koran dari RKD; dan 
b. Salinan Keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan Bank tempat 

RKD. 

PENYALURAN ASSISTEN Ill 
ASSISTEN II 

5 
BAB IV 

Keterangan: 
ADDPa = Alokasi Dana Desa Proporsional yang diterima Desa "a" 
Z1.a = Bo bot variabel Jumlah. Penduduk Desa "a" 
22.a = Bobot variabel Jumlah PendudukMiskin Desa "a" PEJABAT w,,1.Ur •.!.rww 

Z3.a = Bobot variabel Luas Wilayah Desa "a" 1 WAKIL BUPATI 
Z4.a = Bobot variabel Kesulitan Geoqrafis Desa "a" SEKDA 

-r-~~~~--t-~~ 
AS ISTEN I 

40% x ADDKab x ((0,10 x Z1.a) + (0,50 x 22.a) 
+ (0, 15 x Z3.a) + (0,25 x 24.a)) 

ADDPa = 

(6) Alokasi berdasarkan formula atau alokasi proporsional yang diterima 
masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
diperoleh dari 40% pagu indikatif alokasi dana desa kabupaten dikalikan 
jumlah bobot masing masing desa yang mempunyai variabel setiap desa 
dan dapat dirum uskan dengan: 

(S) Varfabel·variabel alokaaf proporaional eebapirnana dtmakaud pada ayat 
(2) huruf b, diberikan bobot maafng maaing: 

a. Indeka Jumlah Penduduk • 100/o 
b. Indeka Jumlah Penduduk Miskin • 500/o 
e. lndeka Luaa Wilayah • 150/o 
d. Indeks Kesulitan Oeografis • 250/o 
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Pasal 14 
( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana 

Desa kepada Bupati setiap semester melalui Camat dengan tembusan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat Daerah. 

BABV 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 13 
(1) Berdasarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 dan sesuai ketentuan dan prosedur 
penatausahaan keuangan yang berlaku, diterbitkan SPP oleh PTPKD. 

(2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara 
transfer Dana Desa dan ADD menerbitkan SPP dan SPM dan mengajukan 
kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar transfer dari RKUD ke RKD. 

Pasal 12 
(1) Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) oleh desa dilakukan 

dengan pembayaran Non Tunai, dikecualikan untuk belanja perjalanan 
dinas dalam kabupaten, belanja BBM dan makan minum. 

(2) Permintaan Pembayaran Insentif, Tunjangan dan Gaji dilakukan oleh 
Kepala Desa melalui pemindahbukuan/transfer rekening kepada Penerima 
setiap bulan berjalan. 

(3) Permintaan Pembayaran atas pengadaan berupa barang dan atau jasa 
yang dilakukan oleh Kepala Desa dilakukan melalui pemindahbukuan/ 
transfer rekening kepada rekanan penyedia barang dan atau jasa. 

Patel 11 
(1) Penyaluran Aloka.ai Dana Deaa, dart RKUD ke rekenfng Kaa Deaa. yang 

dflakukan aecara bertahap eebepfmana dimakaud pada PaeaJ 10, 
dilakeenakan eetelah Kepala Deea melengkapf perayaratan aebagai 
berikut: 
a. Penyaluran pertama: 

1. Laporan realisasi penyerapan APBDesa tahun anggaran 
sebelumnya telah disampaikan kepada Kepada Bupati melalui 
Camat; 

2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 
Peraturan Desa tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban 
APBDes tahun sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui 
Camat; 

4. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 
anggaran berjalan; 

5. Peraturan Desa tentang APBDes tahun berjalan yang telah 
ditetapkan. 

b. Penyaluran berikutnya dilaksanakan setelah Kepala Desa 
menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulannya 
paling lambat tanggal 10 bulan berjalan. 
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menjadi 
tnya. 

(1) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar, Bupati 
memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa 
pengurangan A1okasi Dana Desa sebesar SiLPA. 

(2) SiLPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terjadi karena: 

a. penggunaan A1okasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas 
penggunaan AJokasi Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman 
teknis kegiatan atau menyimpang dengan hasil Musyawarah 
pembangunan yang dilaksanakan oleh desa. 

b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito. 

Pasal 17 

BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 16 
(1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, 

penyaluran, dan penggunaan Alokasi Dana Desa. 
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: 

a. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa; 
b. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan 
c. SiLPA Alokasi Dana Desa. 

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar penyempumaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa. 

Pasal 15 
(1) Dalam hal Kepala Desa belum atau terlambat menyarnpaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda 
penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan 
realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa. 

(2) Dalam hal Kepala Desa belum atau terlambat menyampaikan laporan, 
Bupati dapat menunjuk instansi tehnis yang menangani tentang desa 
untuk melakukan pemanggilan kepada kepala desa yang bersangkutan 
untuk menanyakan dan melakukan pembinaan. 

(I) lepo1an realiluf P8ft11Unun Aloke8i 0... D111t 
brllllm•na dfmakaud pada a,at ( 1) diJekukan denpn t..tecituan: 

a. trfwulan I P&lina lambat mtnuu pertama bulan April t.ahun anuaran berjalan; 
b, trfwulan tr J)allna lambat rnfngu pert.ama bulan Juli t.ahun an11•ran 

ber.falan; 
c. triwulan Ill pa.ling lambat rnlnggu pertama bulan Oktober ta.bun 

anaaran berjalan; dan 
d. triwulan IV paling lambat minggu pertarna bulan Januarl tahun 

anggaran berikutnya. 

(2) SiLPA AJokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 
dasar pengurangan Alokasi Dana D a untu tall.Un anggaran 

11 I 
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BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 

M. KHARIE MU HAM 

Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 1 I, .-EB 2019 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PULAU MOROTAI, 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 1 , J FB 20i1 
BUPATI PULAU MOROTAI, 

BAIIVlt 
Km'r&NTUAN PBNUTUP 

Paul 18 
Peraturan Bupatf inf mulat berlaku pada tangal dtundangkan. 
Aaar eetiap orang menaetahuinya, memertntahkan pengundanpn Peraturan 
Bupati ini denpn penempatannya dalam Bertta Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai. 
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PAGU Al.OKASI DANA DUA NO KECAMATAN NAMADESA 
(Ro) 1 Kecamatan Morotal Selatan Aha 419,475,000 

2 Nakamura 450,162,000 3 Wawama 526,651,000 4 Dehegila 452,703,000 
408,630,000 5 Gotalamo 6 Sabatai Baru 500,512,000 

7 Yavasan 433,523,000 8 Pandanga 430,332,000 9 Daruba 533,350,000 10 Juanga 427,058,000 11 
Dara me 399,015,000 12 Ml.lhajirin 389,605,000 13 Jaubela 680,337,000 14 
Totodoku 682,980,000 15 Mandiri 471,547,000 16 Momojiu 503,053,000 17 Sabala 414,818,000 18 Sabatai Tua 514,627,000 19 Daeo 611, 786,000 20 Daeo Majiko 519,027,000 21 Morodadi 453,069,000 22 Falila 408,149,000 23 Pilowo 479,169,000 24 Koloray 425,832,000 25 Galo-Galo 403,193,000 26 Kecamatan Morotai Selatan Barat Aru Burung 617,309,000 27 Cio Maloleo 473,348,000 28 Tutuhu 549,618,000 29 Aru lrian 438,685,000 30 Tiley Pantai 469,512,000 31 Wayabula 382,132,900 32 Ngel~-ngele kecll 449,374,000 33 Posi-Posl Rao 515,814,00 0 34 Leo-Leo Rao 627,678,00 0 35 Laumadoro 583,249,00 0 36 Raja 529,764,00 0 37 Tiley 

488,753,00 Q 38 
Usbar Pantai 417,905,00 0 39 
Ngele-ngele Besar 416,339,00 0 40 
Cucumare 

439,519,00 0 41 
Saminyamau 

552,129,00 0 42 
Cio Gerong 

471,567,0 00 43 
Waringin 

480,842,0 00 44 
Bobula 

499,009,0 00 45 
Cio Dalam 

413,003,0 00 

: PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI 
TAHUN ANGGARAN 2019 

OAFTAR 

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOICASI DANA DESA 
SfflAP DESA KAIUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2019 
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LAMPIRAN1 
NOMOII 
TANNAL 
TENTAN8 

: PIIIATURAN IUPATI PULAU MOROTAI 
I If TAHUN 2011 

Scanned by TapScanner



, •. . 
.. "·Jl ' - 

-t 

. 
. :f:·. 

•• 
.. I . . . .• ;!' 

Clm Ilka -6014 
Ctn 1n1 137,143,000 

I Llb1no 405,032,000 
so Pan to 563,258,000 
51 Sop I 464.717,000 
sa Tltl o oil 546,087,000 
SJ Bere-Bere kecll 475,938,000 
54 Sopl MaJlko 512,350,000 
SS Toara 481,168,000 
56 Loleo 591,850,000 
57 Podlmor oadange 398,035,000 
S8 Aru 520,516,000 
59 Hapo 637,629,000 
60 Kecamatan Morotal Utara Yao 484,157,000 
61 Gurua Selatan 476,631,000 
62 Mab a 426,453,000 
63 Korago 386,851,000 
64 Tawakali 402,479,000 
65 Gorua 518,291,000 
66 Goa Hira 383,106,000 
67 Tanjung Saleh 397,201,000 
68 Sakita 519,546,000 
69 Leoleo Jaya 618,438,000 
70 Bido 423,114,000 
71 Kenari 727,499,000 
72 Bere-bere 407,210,000 
73 Lussuo 547,783,000 
74 Kecamatan Morotai Timur Sambiki Baru 548,939,000 
75 Gamlamo 548,239,000 
76 Buho-buho 470,266,000 
77 Seseli Jaya 457,957,000 
78 Mira 400,740,000 
79 Gosoma Maluku 441, 794,000 
80 Rahm at 499,465,000 
81 Hino 426,373,000 
82 Sangowo Barat 456,374,000 
83 Sambiki Tua 456,734,000 
84 Wewemo 430,231,000 
85 Sangowo 562,476,000 86 Doku Mira 384,265,000 87 Lifao 486,219,000 88 Sangowo Timur 443,281,000 

TOTAL 42,625,058,900 
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